
SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 900  TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH BAGI

INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, instansi
pelaksana pemungut retribusi daerah dapat diberikan
insentif apabila mencapai kinerja tertentu yang besarnya
ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh per
seratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun
anggaran berkenaan;

b. bahwa dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 900
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Bagi
Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah Di
Kabupaten Banjarnegara, belum mengakomodir retribusi
pelayanan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 900 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Bagi
Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah Di
Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam   Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten  Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 30):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 900
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH BAGI INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 900 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah Bagi Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah di Kabupeten
Banjarnegara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-7-2018

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

BUDHI SARWONO
Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-7-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 41

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19640306 199303 1 008



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 900  TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH BAGI INSTANSI
PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI
DAERAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH BAGI INSTANSI PELAKSANA
PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA

NO JENIS PAJAK

TARGET KINERJA
(%) KETTRIWULAN

I II III IV
I

II

III

RETRIBUSI JASA UMUM
1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2. Retribusi Biaya KTP/Akte Capil
3. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum
4. Retribusi Pelayanan Pasar
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
7. Retribusi Penggantian Cetak Peta
8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan

Kakus
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
10.Retribusi Pelayanan Kesehatan

RETRIBUSI  JASA USAHA
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Terminal
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir
4. Retribusi Rumah Potong Hewan
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Gangguan
3. Retribusi Izin Trayek
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Dari target
penerimaan

Retribusi

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO


